menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta adanya mekanisme kontrol

terhadap kekuasaan.

. Relevansi antara konsep kontrak sosial Al-Mawardi dengan sistem pemilihan
kepala negara di Indonesia dapat dilihat pada aspek konseptual atau normatif.
Keduanya sama-sama menekankan pentingnya legitimasi kekuasaan yang berasal
dari persetujuan masyarakat, serta adanya hubungan timbal balik antara pemimpin
dan rakyat. Selain itu, baik dalam pemikiran Al-Mawardi maupun dalam sistem
demokrasi Indonesia, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan
untuk kepentingan masyarakat, bukan sebagai hak yang bersifat absolut. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa kontrak sosial menurut Al-Mawardi masih
relevan dalam memberikan dasar normatif mengenai hubungan antara pemimpin
dan rakyat, khususnya dalam hal legitimasi, amanah, dan tanggung jawab
kekuasaan. Akan tetapi, relevansi tersebut bersifat konseptual dan tidak
sepenuhnya operasional dalam sistem pemilihan kepala negara di Indonesia yang

berbasis demokrasi modern.

Saran-Saran

. Rekomendasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang
hukum tata negara dan pemikiran politik Islam, diperlukan kajian yang lebih
mendalam mengenai integrasi antara konsep-konsep klasik dengan sistem
ketatanegaraan modern. Pemikiran Al-Mawardi dapat dijadikan sebagai salah satu
rujukan penting dalam membangun kerangka etika politik yang berorientasi pada

keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian lanjutan
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diharapkan dapat mengkaji lebih luas mengenai relevansi pemikiran tokoh-tokoh

klasik lainnya dalam konteks negara modern.

. Saran bagi praktisi dan pembuat kebijakan, nilai-nilai yang terkandung dalam
konsep kontrak sosial Al-Mawardi dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menjaga integritas dan tanggung
jawab pemimpin. Meskipun sistem yang digunakan berbeda, prinsip dasar seperti
keadilan, amanah, dan orientasi pada kesejahteraan rakyat tetap relevan untuk

diterapkan dalam praktik pemerintahan di Indonesia.

. Teruntuk masyarakat, penting untuk memahami bahwa partisipasi dalam pemilihan
umum bukan hanya merupakan hak, tetapi juga tanggung jawab sebagai bagian dari
kontrak sosial modern. Kesadaran politik yang tinggi akan mendorong terwujudnya
sistem demokrasi yang lebih berkualitas, serta menghasilkan pemimpin yang

memiliki legitimasi kuat dan mampu menjalankan amanah dengan baik.

. Bagi peneliti, disarankan untuk mengkaji penelitian ini dengan pendekatan yang
lebih komprehensif, misalnya dengan menggabungkan pendekatan normatif dan
empiris, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai

implementasi konsep-konsep teoritis dalam praktik ketatanegaraan.
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